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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian begitu pesat dan menyeluruh, terutama di 

bidang transaksi bisnis, mulai dari bisnis yang terkecil sampai yang terbesar, 

tumbuhnya berbagai jenis usaha dan kelompok-kelompok usaha, serta dengan diiringi 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan bisnis tersebut berkembang 

disebabkan oleh meningkatnya keijasama antar pelaku bisnis.

Hubungan keijasama yang demikian dilandasi dengan peijanjian atau kontrak 

yang sebelumnya isi perjanjian kerjasama telah disepakati. Sebagai bukti adanya 

keijasama disusunlah peijanjian atau kontrak secara tertulis. Kontrak tersebut

merupakan dasar bagi para pihak untuk melakukan tuntutan seandainya ada salah satu 

pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan.

Hukum kontrak, terutama di bidang bisnis dari waktu ke waktu terus 

berkembang mengikuti perkembangan bisnis, yang hingga sekarang beraneka ragam 

jenis usaha dan makin kompleks permasalahan yang dihadapi, sehingga mendorong 

timbulnya bentuk-bentuk peijanjian baru yang lebih khusus dengan kegiatan bisnis 

tersebut, yang selama ini tidak dikenal dalam sistematika kontrak dan peraturan

1 r
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perundang-undangan yang ada, misalnya Perjanjian Keagenan, Distributor, Lisensi, 

Franchising, Leasing, Pembiayaan, dan lain-lain1.

Istilah kontrak dalam istilah hukum kontrak merupakan kesepadanan dari 

istilah contract dalam bahasa Inggris. Istilah kontrak dalam bahasa Indonesia 

sebenarnya sudah lama ada, dan bukan merupakan istilah yang asing. KUH Perdata 

memberikan pengertian kepada kontrak (dalam hal ini disebut perjanjian) sebagai 

perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang lain atau lebih2.

Sumber hukum utama dari suatu kontrak yang berbentuk perundang-undangan 

adalah KUH Perdata, khususnya buku ketiga. Disamping perikatan yang bersumber 

dari perundang-undangan, terdapat juga perikatan yang bersumber dari kontrak 

(perjanjian). Perikatan yang bersumber dari kontrak ini pada prinsipnya mempunyai 

kekuatan yang sama dengan perikatan yang bersumber dari perundang-undangan. 

Dasar hukum dari kekuatan suatu kontrak tersebut adalah Pasal 1338 ayat 1 KUH 

Perdata yang menyatakan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya'.

Dalam hukum kontak, dikenal istilah prestasi dan wanprestasi. Prestasi dalam 

hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam

suatu

Joni Emirzon, Dasar-Dasar Dan Tektiik Penyusunan Kontrak, Kelompok Kajian Hukum 
Dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang , Penerbit Universitas Siwijava 1998 
hal. 4

2 R Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Edisi Revisi, Penerbit 
PT. Prad^a Paramita, Jakarta 1995,hal 338 Pasal 1313 KUH Perdata

' Munir Fuadi, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Penerbit PT.Citra Aditya 
Bakti, Bandung 1999, hal 13.
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kontrak untuk pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, sesuai dengan term 

dan condition yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Adapun yang 

merupakan prestasi seperti diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata yaitu berupa: 

memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu.

Sementara itu, dengan wanprestasi (defaulti non fulfilment/ breach of 

contract) yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban 

sebagaimana mestinya yang dibebankan kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti 

yang disebutkan dalam kontrak. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi 

terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan 

wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan tidak ada 

satu pihakpun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi 

dapat teijadi karena kesengajaan, kelalaian, tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau 

kelalaian).

suatu

Dalam suatu peijanjian, para pihak bebas untuk menentukan apa saja yang 

ingin diperjanjikan. Hal tersebut diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. Berdasarkan perkembangan di masyarakat, peijanjian dalam hal ini 

kontrak sudah mengalami perkembangan, salah satunya adalah peijanjian pengadaan 

barang/jasa.

Pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Bab I Ketentuan Umum Keputusan 

Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/ 

Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan

r
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APBN/APBD, baik yang dilakukan secara swakelola maupun oleh penyedia 

barang/jasa4.

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah diatur dalam 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003. 

diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah untuk mengatur pelaksanaan barang/ 

jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/ APBD. Sedangkan tujuan 

diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/ 

jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai .\PBN/ APBD dilakukan secara efisien, 

efektif, terbuka, dan bersaing, transparan, adil/ tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Adapun persyaratan penyedia barang/ jasa dalam pelaksanaan pengadaan 

antara lain sebagai berikut : memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

Maksud

untuk menjalankan usaha7 kegiatan sebagai peyedia barang7 jasa, memiliki keahlian,

pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan barang/ jasa,

secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak, memiliki sumber daya 

manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan

barang/j asa.

Dalam Keputusan Presiden ini juga diatur mengenai isi kontrak. Kontrak 

antara lain memuat ketentuan sebagai berikut:

Para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, alamat;

4 Ketentuan Umum Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAB I
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- Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan

jumlah barang/jasa yang diperjanjikan ;

- Hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian ;

- Nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran ;

- Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;

Tempat dan jangka waktu penyelesaian/ penyerahan dengan disertai jadwal waktu 

penyelesaian/ penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya ;

- Jaminan teknis/ hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/ atau ketentuan mengenai 

kelaikan;

Ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi 

kewajibannya.

Para pihak menandatangani kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) 

hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan penetapan penyedia barang/ 

jasa dan setelah penyedia barang/jasa menyerahkan surat jaminan pelaksanaan 

sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak kepada pengguna barang/ jasa. Dalam 

hal perubahan kontrak, dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/ jasa dan 

penyedia barang / jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, 

metoda kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bila terjadi perselisihan antara pengguna barang/ jasa dan penyedia barang/ 

jasa maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara 

musyawarah, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau melalui pengadilan, sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak menurut hukum yang berlaku di
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Indonesia. Keputusan dari hasil penyelesaian perselisihan dengan memilih salah satu 

cara tersebut di atas adalah mengikat dan segala biaya yang timbul untuk 

menyelesaikan perselisihan tersebut dipikul oleh para pihak sebagaimana diatur 

dalam kontrak.

PT. PERTAMINA (Persero) Unit Pengolahan III Plaju yang selanjutnya 

disebut PT. PERTAMINA (Persero) UP III Plaju dalam memenuhi kebutuhan 

perusahaan juga telah melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa. Adapun tujuan 

pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. PERTAMINA (Persero) UP III Plaju adalah 

untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan, dalam jumlah, kualitas, harga, 

waktu, dan tempat yang tepat, secara efektif dan efisien dengan persyaratan dan 

kondisi kontrak yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan 

ketentuan dan prosedur yang berlaku. Pengadaan barang/ jasa di lingkungan PT. 

PERTAMINA (Persero) UP III Plaju dilaksanakan dengan prinsip-prinsip : efektif, 

efisien, kompetitif, transparan, adil, dan bertanggung jawab.

Dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. PERTAMINA

(Persero) UP III Plaju yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 077/

C0000/ 2000 - SO yang telah diperbaharui dengan Surat keputusan Direksi Nomor 

036/ C00000/ 2004 - SO tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Pertamina/ KPS/ JOB/ TAC, para pihak (dalam hal ini PT.PERTAMENA dan pihak

penyedia barang/jasa) terikat pada kontrak pengadaan barang/jasa yang telah 

disepakati. Dalam kontrak pengadaan barang/jasa tersebut antara lain mengatur 

tentang hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian.
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Namun dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa di lingkungan 

PT.PERTAMINA (Persero) UP III Plaju kemungkinan akan terjadi wanprestasi oleh 

salah satu pihak dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya' sesuai yang 

diatur dalam kontrak pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh para pihak. 

Adapun bentuk wanprestasi yang terjadi seperti barang tersebut tidak sesuai dengan 

yang diperjanjikan, keterlambatan pengiriman barang, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam 

suatu skripsi yang berjudul:

“ANALISIS HUKUM PROSES PENGADAAN BARANG PADA

PT. PERTAMINA (PERSERO) UNIT PENGOLAHAN III PLAJU44.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk 

merumuskan permasalahan yang khusus menyangkut permasalahan pengadaan 

barang di lingkungan PT.PERTAMINA (Persero) UP III Plaju. Adapun permasalahan 

yang akan dirumuskan yaitu :

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan pengadaan barang di lingkungan PT. 

PERTAMINA (Persero) UP III Plaju jika ditinjau dari aspek hukum ?

2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan PT. PERTAMINA (Persero) U? III Plaju

bila pihak penyedia barang wanprestasi? !

r
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C. Ruang Lingkup

Dalam membahas skripsi ini, dibatasi bagaimana proses pelaksanaan 

pengadaan barang di bidang ADA/ JASRUM ( Pengadaan/ Jasa Pemeliharaan 

Umum) pada PT. PERTAMINA (Persero) UP III Plaju terhadap pemenang tender 

didasarkan pada KEPRES No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah serta peraturan pelaksana lainnya yang 

berhubungan dengan pengadaan barang. Kemudian bagaimana upaya hukum yang 

dapat dilakukan pihak PT. PERTAMINA (Persero) UP III Plaju jika pihak penyedia 

barang melakukan wanprestasi yaitu bila barang tersebut tidak sesuai dengan yang 

diperjanjikan dan bila terjadi keterlambatan pengiriman barang.

D. Tujuan Penulisan

Penulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data seobyektif

mungkin dan kemudian dianalisis, selanjutnya data tersebut disusun berdasarkan

teori-teori yang diperoleh.

Adapun tujuan penulisan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pengadaan barang pada PT. PERTAMINA (Persero) 

UP III Plaju dalam aspek yuridis.

2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan pihak PT PERTAMINA 

(Persero) UP III Plaju jika pihak penyedia barang melakukan wanprestasi.

r
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E. Manfaat Penulisan

Dengan diadakannya penulisan ini diharapkan dapat diperoleh manfaat baik 

secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teorotis, diharapkan dapat memberi sumbangan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dalam bidang Hukum Perdata, khususnya dalam bidang Hukum 

Perjanjian.

2. Secara praktis, diharapkan dapat memberi masukan bagi mereka yang

berkepentingan, khususnya bagi PT. PERTAMINA (Persero) UP III Plaju dan

pihak penyedia barang.

F. Metode Penulisan

1. Tipe Penulisan

Penulisan ini merupakan penulisan empiris yang bersifat desknftif, yaitu menggambarkan 

dengan kata-kata dengan jelas masalah-masalah dalam perjanjian pengadaan barang antara 

PT. PERTAMINA (Persero) UP III Plaju dengan pihak swasta sebagai penyedia barang 

dihubungkan dengan Buku III KUH Perdata dan KEPRES No.80 tahun 2003 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

2. Bahan atau Materi Penulisan

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, digunakan 

dua macam sumber data :

a. Data primer atau data dasar, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama dalam hal ini adalah PT. PERTAMINA (Persero) UP III Plaju.
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b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen 

resmi, dan sebagainya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3. Penentuan Sample

Dalam penulisan ini dilakukan secara Purposive Sampling dalam arti Responde 

yang terpilih adalah yang dapat mewakili atau merupakan pihak-pihak yang 

berkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji. Pihak-pihak (Responde)

tersebut adalah :

a. PT. PERTAMINA (Persero) UP III Plaju

b. Pihak Swasta sebagai penyedia barang yang memenangkan tender

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara :

a. Studi dokumen, yaitu dengan mengadakan penulisan (penelitian) dari berbagai

literatur dan perundang-undangan.

b. Wawancara, yaitu dengan mempergunakan sistem wawancara terarah dimana

penyusun tetap melakukan pengendalian terhadap inti wawancara yang 

berpedoman pada daftar pertanyaan (questioner\

5. Teknik Analisis Data

Data yang bersifat sekunder maupun primer dianalisis dengan mempergunakan 

metode deskriptif kualitatif dengan melalui tahapan mengklasifikasikan masalah 

yang ada. Kemudian data yang sudah diklasifikasikan itu diterapkan pada hukum 

yang ada.

r
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